BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan
penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diperlukan komitmen
bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah untuk
melaporkan kekayaannya;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam Wajib

Lapor bagi penyelenggara negara dalam Penyampaian dan
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah, perlu diubah;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian dan
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;



Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42350),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lebaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



Menetapkan :

8.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2018 Nomor 712), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2021 Nomor 986};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2018 Nomor 712), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun
2021 Nomor 986), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom:.

Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten

Bangka Tengah.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi
eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang
jabatan penting.

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat dalam bidang
pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrator pada instansi
pemerintah.

Staf Khusus Bupati, yang selanjutnya disebut Staf
Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian
pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan/atau pengalaman bekerja.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta
wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan
pemerintah Daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen
dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data
lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan
secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara
Negara kepada KPK.

Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh
Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta
kekayaannya.

Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan
mengkoordinasikan LHKPN.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada KPK.

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada publik.

Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh
instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di
lingkungan instansinya.

Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh
instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di
lingkungan unit kerjanya.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

. Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat struktural eselon 1II;

Kuasa Pengguna Anggaran;

Pejabat Administrator (eselon III);

Camat;

bendahara penerima dan pengeluaran;

Pejabat fungsional auditor;

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah

(P2UPD);

Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

(UKPBJ);

Pejabat di lingkungan badan usaha milik Daerah,

badan layanan umum Daerah dan perusahaan

Daerah;

Staf Khusus;

m. ajudan Bupati dan Wakil Bupati; dan

Kepala Desa.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan B‘dpatl ini d\,xxscux yaxxpuxyatcuux_ya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2023

PATI BY NGgA/rEN/GAH,

s

Diundangkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2023
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KABUPATEN BANGKA TENGAH,
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1273






